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The health laboratory is a public service ins tu on that has an 
important role in improving public health status. With the 
increasing demands for health laboratories in improving services, 
many problems have arisen related to the lack of human 
resources, budge ng, long bureaucra c flows of disbursement of 
funds, long process of procuring facili es and infrastructure, and 
financial management regula ons that hinder the smooth 
running of services. Through the Regional Public Service Agency 
(BLUD), the technical unit (UPT) health laboratory of Pekanbaru 
city is expected to have flexibility in managing finances 
independently, increasing professionalism, entrepreneurship, 
transparency, and accountability that can improve services to the 
community. The purpose of this study was to analyze the 
readiness of UPT health laboratory of Pekanbaru city in the 
Implementa on of BLUD policy in Pekanbaru city in 2020. The 
study was qualita ve. 6 informants were consis ng of 5 main 
informants and 1 suppor ng informant. The triangula on used 
were the source, method, and data triangula on. The results 
showed that readiness in terms of input was s ll lacking in human 
resources in finance and administra on. From a process point of 
view, the UPT health laboratory of Pekanbaru city has completed 
all the substan ve, technical, and administra ve requirements. 
And in terms of output, the UPT health laboratory of Pekanbaru 
city is ready to implement the BLUD policy. It is hoped that the UPT 
health laboratory of Pekanbaru city will immediately submit an 
assessment of the implementa on of BLUD policies. Becoming a 
BLUD can fulfill their needs independently with a faster process.
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Laboratorium kesehatan merupakan ins tusi pelayanan publik 
yang memegang peranan pen ng bagi meningkatkan bagi 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dengan semakin 
 ngginya tuntutan bagi laboratorium kesehatan dalam 
meningkatkan pelayanan, banyak permasalahan yang muncul 
terkait  mengenai  kurangnya sumber daya manusia, 
penganggaran, alur birokrasi pencairan dana yang panjang, 
proses pengadaan sarana dan prasarana yang panjang dan 
aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran 
pelayanan. Melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru 
diharapkan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan 
s e c a r a  m a n d i r i ,  m e n i n g k a t k a n  p r o f e s i o n a l i s m e , 
entrepreneurship, transparansi dan akuntabilitas yang dapat 
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Tujuan 
peneli an ini adalah untuk menganalisis kesiapan UPT 
Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru dalam penerapan 
kebijakan BLUD di Kota Pekanbaru Tahun 2020. Jenis peneli an 
ini adalah kualita f. Informan berjumlah 6 orang terdiri dari 5 
orang informan utama dan 1 orang informan pendukung. 
Tringulasi yang digunakan adalah tringulasi sumber, metode dan 
data. Hasil peneli an menunjukan kesiapan dari segi input masih 
kekurangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang keuangan 
dan administrasi. Dari segi proses UPT laboratorium kesehatan 
sudah melengkapi seluruh persyaratan substan f, teknis dan 
administra f. Dan dari segi output UPT laboratorium kesehatan 
telah siap untuk untuk penerapan kebijakan BLUD. Diharapkan 
untuk UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru segera 
mengajukan penilaian penerapan kebijakan BLUD. Dengan 
menjadi BLUD dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri 
dengan proses yang lebih cepat.
1,2,3,4,5   Prodi S2 Kesehatan Masyarakat, STIKes Hang Tuah Pekanbaru
Upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 
masyarakat, pemerintah telah melakukan perubahan terhadap 
pola pengelolaan keuangan negara dengan menerbitkan 
Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang pengelolaan 
Badan Layanan Umum (BLU) yang mengatur fleksibilitas, 
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan 
suatu instansi pemerintah yang memberikan pelayanan umum 
kepada masyarakat. Pada  ngkat pemerintah daerah BLU 
kemudian menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang 
pelaksanaannya diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 
Tahun 2018 tentang Badan layananan Umum Daerah (BLUD).
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja 
pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah 
daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual 
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produk vitas. Dengan menerapkan kebijakan BLUD di unit kerja 
pada satuan kerja perangkat daerah dapat memberikan 
fleksibilitas dalam meningkatkan pelayanan secara langsung 
pendapatan fungsional untuk membiayai pengeluaran BLUD baik 
sebagai biaya operasional maupun biaya non operasional BLUD.
Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat 
memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat adalah 
Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Berdasarkan 
Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Republik Indonesia 
Nomor 1267 tahun 2004 tentang standar pelayanan 
laboratorium kesehatan (Labkesda) merupakan laboratorium 
kesehatan yang berperan dalam Upaya Kesehatan Masyarakat 
(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), serta sebagai 
laboratorium rujukan.
Permasalahan yang sering dihadapi oleh Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) yang belum menerapkan kebijakan BLUD 
adalah sering terjadinya keterlambatan dalam realisasi 
pengadaan barang dan jasa. Pendapatan yang diperoleh menjadi 
retribusi yang harus disetor ke kas daerah dan menjadi 
pendapatan BLUD. Hal ini menyebabkan penggunaan anggaran 
sering terlambat karena menunggu pengesahan anggaran di 
daerah. Keadaan ini seper  ini  dak cocok dengan sifat opera ng 
cost pelayanan kesehatan yang  dak bisa ditunda menunggu 
realisasi anggaran. Namun bagi UPTD yang menerapkan BLUD 
dana operasional tersebut dapat langsung dipergunakan untuk 
memenuhi kebutuhan UPTD. Perubahan status menjadi BLUD 
dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya yaitu dapat 
secara langsung memanfaatkan dana untuk kebutuhan 
operasional atau untuk merekrut tenaga, sarana prasarana 





Dalam kesiapan penerapan kebijakan BLUD ini menggunakan 
pendekatan sistem. Sebuah sistem terdiri dari input, process, 
output dan outcome. Input merupakan kumpulan bagian atau 
elemen yang terdapat dalam sistem dan yang diperlukan untuk 
dapat berfungsinya sistem tersebut. Process merupakan langkah 
yang dilaksanakan dalam melakukan kesiapan penerapan 
kebijakan BLUD dengan mengadakan pela han tentang 
penerapan kebijakan BLUD. Output merupakan hasil yang 
diharapkan. Pada kesiapan penerapan kebijakan BLUD hasil yang 
diharapkan adalah terpenuhinya persyaratan administra f, 
substan f dan teknis. Ke ga persyaratan tersebut yang akan 
dinilai untuk di ngkatkan status menjadi BLUD.
Pemerintah kota Pekanbaru memiliki UPT laboratorium 
kesehatan kota Pekanbaru. Pada tahun 2019 pemerintah kota 
Pekanbaru merencanakan penerapan kebijakan BLUD pada UPT 
laboratorium kesehatan kota Pekanbaru. UPT laboratorium 
kesehatan kota Pekanbaru bergerak di bidang pelayanan 
pemeriksaan kualitas air minum, kualitas air bersih dan 
bakteriologis. Untuk meningkatkan daya saing dalam 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah kota 
Pekanbaru memberikan keleluasaan kepada UPT laboratorium 
kesehatan kota Pekanbaru untuk mengajukan usulan penerapan 
kebijakan BLUD. Berdasarkan informasi dari kepala UPT 
laboratorium kesehatan kota Pekanbaru telah mengusulkan 
penerapan kebijakan BLUD.
Survey awal dan penelusuran dokumen yang telah dilakukan. 
Secara umum didapatkan informasi bahwa UPT laboratorium 
kesehatan kota Pekanbaru telah melakukan persiapan 
penerapan kebijakan BLUD. Hal ini dibuk kan UPT laboratorium 
kesehatan telah mempersiapkan dokumen-dokumen 
persyaratan administra f sebagai dasar dari penilaian penerapan 
kebijakan BLUD. Dalam pelayanan kepada masyarakat selama ini 
UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru masih terkendala 
mengenai pengadaan reagen yang selama ini mekanisme 
pengadaannya masih dilakukan di dinas kesehatan dengan 
proses yang panjang dan pemenuhan sumber daya manusia yang 
masih kurang di bidang administrasi dan pengelolaan keuangan 
untuk membantu penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) 
BLUD yang dapat mempengaruhi pelayanan terhadap 
masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk 
melakukan peneli an mengenai “Analisis kesiapan UPT 
laboratorium kesehatan kota Pekanbaru dalam penerapan 
kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di kota 
Pekanbaru Tahun 2020 “.
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Jenis peneli an yang digunakan adalah peneli an kualita f 
dengan dengan pendekatan Rapid Assesment Prosedures (RAP). 
Peneli an ini dilaksanakan di kota Pekanbaru pada bulan Juli 
METODE
pencairan masih sedikit terganggu, karena dalam proses 
pencairan memiliki proses birokrasi yang panjang.
Sarana dan prasarana
Sarana dan Prasarana merupakan segala sesuatu yang 
dibutuhkan dapat dipakai untuk menunjang keberlangsungan 
dalam pelaksanaan program atau kegiatan. Apabila sarana atau 
alat  dak sesuai dengan standar, maka suatu pelayanan yang 
bermutu akan sulit dihasilkan. Berdasarkan hasil wawancara dan 
observasi tentang sarana dan prasarana dalam kesiapan 
penerapan BLUD diketahui bahwa sarana dan prasarana di UPT 
Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru telah mencukupi dan 




Komponen substan f dalam PPK BLUD diketahui untuk 
melakukan penyelenggaraan barang dan jasa, Pengelolaan dana 
khusus untuk meningkatkan ekonomi dan pengelolaan wilayah / 
kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian 
masyarakat atau layanan umum. Hasil wawancara mendalam 
dan telaah dokumen tentang persyaratan substan f dalam 
kesiapan UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru dalam 
penerapan kebijakan badan layanan umum daerah (BLUD) di 
Kota Pekanbaru Tahun 2020 diketahui penyelenggaraan barang 
dan jasa oleh UPT laboratorium kesehatan sudah memenuhi 
persyaratan substan f dalam penerapan BLUD. Namun masih 
memiliki kendala seper  keterlambatan pengadaan reagen 
dikarenakan pengadaan masih melalui dinas kesehatan yang 
memiliki proses yang masih panjang sampai ke Badan Pemeriksa 
Keuangan Anffaran Daerah (BPKAD). 
Persyaratan teknis
Karakteris k tugas dan fungsi Unit Pelaksama Teknis Dinas 
(UPTD)/ badan daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak 
apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat 
meningkatkan pencapaian target keberhasilan dan berpotensi 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja 
keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Hasil 
wawancara mendalam dan telaah dokumen tentang persyaratan 
teknis dalam kesiapan UPT laboratorium kesehatan kota 
Pekanbaru dalam penerapan kebijakan BLUD di Kota Pekanbaru 
Tahun 2020 berdasarkan kinerja pelayanan diketahui secara 
finasial cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini 
membuk kan pelayanan di UPT laboratorium kesehatan dapat 
di ngkatkan dan dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri jika 
menerapkan kebijakan BLUD. Namun disatu sisi realisasi 
pendapatan  dak sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini 
dikarenakan targetnya yang diberikan oleh pihak Dispenda ke 
UPT laboratorium kesehatan terlalu  nggi.
Persyaratan Administra f
Dokumen administrta f dalam penerapan kebijakan BLUD 
sampai dengan bulan Agustus tahun 2020.Teknik pengumpulan 
data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah 
dokumen. Subjek dalam peneli an ini adalah 6 orang. 5 orang 
sebagai informan utama dan 1 orang sebagai informan 
pendukung. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara 
mendalam dan telaah dokumen dengan menggunakan alat ukur 
pedoman wawancara, lembar observasi dan penelusuran 
dokumen. Data-data yang didapat dari hasil wawancara, telaah 
dokumen dan observasi akan di analisis. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis) terhadap 
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HASIL
Hasil peneli an ini diperoleh dengan wawancara mendalam, 
observasi secara langsung serta dengan melakukan penelusuran 




Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor pen ng 
dalam suatu organisasi. Tersedianya SDM baik dalam kuan tas 
dan kualitas akan mempengaruhi pencapaian program yang 
telah direncanakan. Berdasarkan wawancara mendalam 
terhadap informan dan telaah dokumen seper  profil UPT 
laboratorium kesehatan, analisa jabatan-analisa beban kerja dan 
terdapatnya pakta integritas dapat disimpulkan bahwa SDM yang 
ada sudah menger  tentang tujuan penerapan kebijakan BLUD. 
Untuk kebutuhan SDM sudah memenuhi kebutuhan, namun 
untuk penerapan kebijakan BLUD UPT laboratorium kesehatan 
belum memiliki tenaga yang profesional di bidang keuangan 
untuk membantu Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dalam 
membuat laporan-laporan keuangan. Karena menurut 
Permendagri No. 79 Tahun 2018 dalam persyaratannya untuk 
penerapan kebijakan PPK BLUD yaitu menyelenggarakan 
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dibantu oleh 
bendahara pengeluaran dan penerimaan sehingga harus 
memiliki tenaga ahli bidang keuangan dan administrasi yang 
dapat membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya. 
Sumber dana
Pendanaan merupakan suatu rencana yang disusun secara 
sistema s dalam bentuk angka yang melipu  seluruh kegiatan 
perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang 
akan datang. Pendanaan merupakan salah satu faktor pen ng 
dalam penerapan kebijakan BLUD. Berdasarkan wawancara 
mendalam dan telaah dokumen yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa sumber pendapatan UPT laborato um 
kesehatan kota Pekanbaru bersumber dari APBD dinas kesehatan 
kota Pekanbaru. Dana yang diperoleh sudah mencukupi dalam 
proses penerapan kebijakan BLUD. Namun dalam proses 
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kesehatan yang tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) dinas kesehatan. Sejauh ini dana yang tersedia 
telah mencukupi untuk persiapan penerapan kebijakan BLUD 
seper  telah dilakukan bimbingan teknis mengenai penerapan 
kebijakan BLUD, namun dalam proses pencairan anggaran sering 
terlambat karena memiliki proses birokrasi yang panjang. Hal ini 
dapat menghambat proses persiapan penerapan kebijakan 
BLUD. Andry (2016), menyatakan bahwa pendanaan pelayanan 
kesehatan didukung oleh pendanaan dari pemerintah dan dana 
dari sumber lain yang dipergunakan untuk operasional maupun 
penunjang dalam pelayanan namun perlu penyederhanaan 
birokrasi dalam pelaksanaannya. Sesungguhnya pendanaan yang 
baik akan menunjang operasional yang baik juga. Hal ini sejalan 
peneli an yang dilakukan oleh Julastri (2013), pendanaan di 
suatu instansi yang melakukan penerapan kebijakan BLUD sangat 
mempengaruhi kinerja keuangan, fleksibilitas sangat terasa 
manfaatnya dalam sistem penganggaran dan pembiayaan 
kegiatan.
Sarana dan prasarana
Sarana dan prasarana dimiliki oleh UPT laboratorium 
kesehatan saat ini sudah cukup untuk persiapan dan 
penyelenggaraan penerapan kebijakan BLUD dan sarana 
prasarana sudah sesuai dengan standar menurut PMK No 1267/ 
Menkes/SK/XII/2004. Sarana dan prasarana yang memadai 
mutlak diperlukan di dalam mengemban tugas dan fungsinya 
agar dalam pelaksanaanya dapat meningkatkan kinerja pegawai 
sehingga output atau hasil yang diharapkan tercapai sesuai 
dengan perencanaan yang telah direncanakan.
Hasil peneli an ini sejalan dengan penili an yang dilakukan 
Hasna (2016), faktor sarana dan prasarana ini yang juga 
mempengaruhi implementasi kebijakan BLUD. Hal ini dapat 
dilihat dari sejumlah sarana dan prasarana yang cukup memadai 
dalam menunjang implementasi kebijakan yang dimaksud. Hal 
ini sejalan juga menurut Murhadi (2017), dengan memiliki sarana 
dan prasarana yang cukup dapat memberikan pelayanan yang 
prima sehingga dapat meningkatan kunjungan sehingga 
berdampak dengan pendapatan BLUD.
Persyaratan substan f 
UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru merupakan unit 
pelaksana teknis dinas kesehatan yang tupoksinya sebagai 
provider pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dan 
produknya adalah jasa layanan pemeriksaan laboratorium. Hal 
ini menunjukan bahawa UPT laboratorium kesehatan kota 
Pekanbaru sudah memenuhi persyaratan substan f dalam 
penerapan kebijakan BLUD. 
UPT laboratorium kesehatan agar dapat menjadi sebuah 
BLUD, maka harus memenuhi persyaratan substan f apabila 
menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan 
penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, pengelolaan 
wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan 
PEMBAHASAN
merupakan dasar dari penilaian penerapan BLUD. UPT pengusul 
BLUD dapat dilakukan penilaian setelah melengkapi persyaratan 
administra f. Hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen 
tentang persyaratan administra f dalam kesiapan UPT 
laboratorium kesehatan kota Pekanbaru dalam penerapan 
kebijakan BLUD di kota Pekanbaru tahun 2020 diketahui 
kelengkapan dokumen persyaratan administra f sudah 
memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No. 79 tahun 2018 Badan Layanan Umum Daerah.
Komponen Output
Keluaran merupakan kumpulan bagian atau elemen yang 
dihasilkan dari berlangsungnya proses suatu sistem. Hasil 
wawancara mendalam dan telaah dokumen diketahui bahwa 
UPT laboratorium seluruh dokumen persyaratan telah sesuai 
dengan Permendagri No. 78 tahun 2018 tentang Badan Layanan 
Umum Daerah dan siap untuk mengajukan penilaian ke dinas 
kesehatan untuk penerapan kebijakan BLUD.
Keskom, Vol. 6, No.3
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Sumber daya manusia
Ketenagaan UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru 
sudah mencukupi untuk pelayanan pemeriksaan kualitas air 
bersih, air minum dan bakteriologi yang berjumlah 8 orang 
Aparatur Sipil Negera (ASN) dan 3 orang Tenaga Harian Lepas 
(THL) yang berlatar belakang pendidikan kesehatan. Namun 
dalam mendukung penerapan kebijakan BLUD UPT laboratorium 
kesehatan kota Pekanbaru belum memiliki tenaga keuangan dan 
administrasi untuk menjadi bendahara yang membantu PPK 
BLUD dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan 
laporan keuangan. Persyaratan menurut Permendagri No. 79 
tahun 2018, yaitu PPK BLUD dalam menyelenggarakan akuntansi 
dan penyusunan laporan keuangan dibantu oleh bendahara 
pengeluaran dan penerimaan sehingga harus memiliki tenaga 
ahli bidang keuangan dan administrasi yang dapat membantu 
PPK dalam melaksanakan tugasnya.
Sumber daya yang terpen ng dalam suatu organisasi 
menurut Handoko (2003) dalam Andry (2016) adalah sumber 
daya manusia yaitu orang – orang yang memberikan tenaga, 
bakat, krea fitas dan usaha mereka pada organisasi. 
Keterbatasan jumlah sumber daya manusia seringkali dijumpai 
dalam organisasi pelayanan kesehatan, termasuk tenaga SDM 
untuk mendukung penerapan PPK BLUD. Jumlah tenaga kerja 
yang dibutuhkan ins tusi pelayanan kesehatan terus meningkat 
karena pelayanan yang diberikan juga makin beragam dan 
canggih. Walaupun jumlah tenaga mencukupi namun jika  dak 
disertai dengan disiplin kerja akan berdampak kepada  dak 
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
Sumber dana
Sumber dana dalam persiapan UPT laboratorium kesehatan 
berasal dari Amggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) dinas 
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perekonomian masyarakat atau layanan umum dan pengelolaan 
dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau 
pelayanan kepada masyarakat (Permendagri No. 79 Tahun 2018).
Hasil peneli an ini sejalan dengan penel an yang dilakukan 
oleh Purwaningrum (2015), UPT atau ins tusi milik pemerintah 
daerah (Pemda) yang tupoksinya sebagai provider pelayanan 
yang produknya jasa layanan hal ini menunjukan bahwa UPT atau 
ins tusi milik Pemda tersebut sudah memenuhi persyaratan 
substan f sebagai PPK-BLUD.
Persyaratan Teknis
Hasil peneli an diketahui bahwa komponen persyaratan 
teknis dalam mendukung persiapan penerapan kebijakan BLUD 
di UPT laboratorium kesehatan layak dikelola dengan 
menerapkan BLUD, hal ini dapat dilihat pendapatan dari tahun ke 
tahun finansial cenderung meningkat dan sehat sehingga dapat 
meningkatkan pencapaian target keberhasilan. Namun 
pelayanan terhadap masyarakat masih perlu di ngkatakan 
karena pendapatan yang diterima belum mencapai target yang 
ditetapkan. 
Hasil peneli an ini sejalan dengan peneli an yang dilakukan 
oleh Winda (2017), menyatakan dalam memenuhi persyaratan 
teknis dalam Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
Daerah (PPK BLUD) dari segi kinerja pelayanan harus meningkat, 
keuangan sehat dan dapat dikelola dengan baik dan berdasarkan 
kinerja keuangan secara keseluruhan memiliki kemampuan 
pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien 
dalam membiayai pengeluaran.
Persyaratan teknis untuk menjadi BLUD yaitu UPTD/ badan 
daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola 
dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan 
pencapaian target keberhasilan dan berpotensi meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila 
dikelola dengan menerapkan BLUD.
Persyaratan administra f
Merujuk pada hasil peneli an, komponen administra f 
dalam mendukung penerapan kebijakan Badan Layanan Umum 
Daerah (PPK BLUD) di UPT laboratorium kesehatan diketahui 
kelengkapan dokumen persyaratan administra f yang terdiri dari 
surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, pola 
tata kelola, rencana startegis, standar pelayanan minimal, 
laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan dan 
laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit 
oleh pemeriksa eksternal pemerintah UPT laboratorium 
kesehatan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 tahun 2018 tentang 
Badan Layanan Umum Daerah untuk dilakukan penilaian.
Hasil peneli an ini sejalan dengan peneli an yang dilakukan 
oleh Winda (2017) menyatakan bahwa UPT yang telah 
memenuhi persyaratan administra f penerapkan PPK BLUD jika 
persyaratan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, tata 
kelola yang baik, adanya rencana strategis bisnis, laporan 
keuangan, pelaksanaan pelayanan berdasarkan standar 
pelayanan minimum, dan dilakukannya audit internal telah 
sesuai dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri No.79 tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
Output 
UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru telah 
melengkapi seluruh persyaratan substan f, teknis dan 
administra f dalam persiapan penerapan kebijakan BLUD dan 
sudah sesuai dengan No. 79 tahun 2018 tentang BLUD. Seacara 
keseluruhan telah siap dalam menerapkan kebijakan BLUD. 
Namun masih perlu pela han dilakukannya pela han untuk 
petugas tentang pengelolaan keuangan yang dapat membatu 
pejabat pengelola keuangan.
Hasil peneli an Zakiy (2016), UPT pengusul PPK BLUD yang 
telah memenuhi persyaratan  subtans f berupa memberikan 
pelayanan berupa jasa kesehatan kepada masyarakat sekitar, 
memenuhi persyaratan teknis yang diindikasikan oleh komitmen 
untuk menjadi BLUD yang kuat, kinerja pelayanan yang terus 
meningkat, kinerja SDM yang stabil serta keuagan yang sehat dan 
 dak mengalami masalah dan secara administra f telah 
memenuhi seluruh persyaratan dokumen yang ar nya UPT 
pengusul PPK BLUD telah siap untuk penerapan kebijakan PPK 
BLUD.
KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan 
dari komponen input, SDM yang ada sudah mencukupi untuk 
pelayanan laboratorium, namum untuk penerapan kebijakan 
BLUD UPT Laboratorium belum memiliki tenaga keuangan dan 
administrasi untuk menjadi bendahara yang membantu PPK 
BLUD dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan 
laporan keuangan. Pendanaan dalam persiapan penerapan 
kebijakan BLUD sudah mencukupi, sarana dan prasarana yang 
sudah cukup dan sesuai untuk mendukung penerapan kebijakan 
BLUD.  
Dari segi proses, persyaratan substan f UPT laboratorium 
kesehatan kota Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis 
dinas kesehatan yang tupoksinya sebagai provider pelayanan 
pemeriksaan laboratorium kesehatan dan produknya adalah jasa 
layanan pemeriksaan laboratorium. Hal ini menunjukan bahawa 
UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru sudah memenuhi 
persyaratan substan f dalam penerapan kebijakan BLUD. 
Persyaratan teknis UPT laboratorium kesehatan layak dikelola 
dengan menerapkan BLUD, hal ini dapat dilihat pendapatan dari 
tahun ke tahun finansial cenderung meningkat dan sehat 
sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan. 
Secara persyaratan administra f laboratorium kesehatan telah 
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laboratorium kesehatan sudah lengkap dan memenuhi 
persyaratan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 
Dari segi output UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru 
telah melengkapi seluruh persyaratan substan f, teknis dan 
administra f dalam persiapan penerapan kebijakan BLUD dan 
sudah sesuai dengan No. 79 tahun 2018 tentang BLUD. Seacara 
keseluruhan telah siap dalam menerapkan kebijakan BLUD.
Adapun saran kepada dinas kesehatan diharapkan dapat 
membantu pemenuhan tenaga pengelolaan keuangan dan 
administrasi sesuai kebutuhan di UPT laboratorium kesehatan, 
memberikan bimbingan teknis terhadap petugas mengenai 
pengelolaan keuangan untuk membatu PPK dalam melakukan 
tugasnya.
Bagi UPT laboratorium kesehatan kota Pekanbaru dapat 
meningkatkan komitmen bagi pegawai UPT laboratorium 
kesehatan dengan membuat pakta integritas dan Planing of 
Ac on (POA) sehingga mempercepat proses penerapan 
kebijakan BLUD, meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan 
terhadap masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan, 
meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada dinas 
kesehatan dalam pemenuhan sumber daya manusia, 
meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas sektoral antara 
UPT laboratorium kesehatan, dinas kesehatan, pemerintah kota 
Pekanbaru, BPKAD, Bappeda,  m penilai BLUD terkait 
keberlanjutan proses penerapan kebijakan BLUD di laboratorium 
kesehatan.
Bagi peneli an selanjutnya peneli  menyarankan agar 
menambah unit analisis yang akan diteli  terhadap stakeholder 
yang terkait mengenai dukungan terhadapa penerapan 
kebijakan BLUD seper  Walikota, Sekretaris daerah, Bappeda, 
BPKAD dan Kepala Dinas Kesehatan sehingga dapat memberikan 
informasi yang lebih komprehensif terkait stakeholder yang 
berpengaruh dalam persiapan penerapan kebijakan BLUD.
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